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Abstract 
 
The competence acquired participants of field work practice (FWP) are not all in accordance with the competency of skills in 
Electrical Vocational High School. This research aims to know the discrepancy of organizing FWP Electrical Vocational High 
School, in terms of: (1) planning of program, (2) implementation of program, (3) assessment of programs, (4) financing of 
program. Data collection using the closed questionnaire, interviews and documentation. The data were analyzed using 
mixed method with sequential explanatory design. Research results are known: (1) the success of the program planning 
aspects of FWP with a mean of 78.74% and discrepancy of 21.26%, (2) the success of program implementation aspects of 
FWP with average 84.37% and discrepancy 15.63%,  (3) the success of the program assessment aspects of FWP with a 
mean of 79.64% and 20.36% amounting to discrepancy, (4) the success of financing program aspects of FWP with a mean 
of 55.83% and discrepancy of 44.17%. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya diskrepansi penyelenggaraan PKL SMK 
Ketenagalistrikan, ditinjau dari: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program, (3) hasil 
sementara program, (4) hasil akhir program dan (5) pembiayaan program. Penelitian ini 
menggunakan model evaluasi diskrepansi. Sampel penelitian sebanyak 122 peserta didik, 36 
pembimbing industri, 14 guru pembimbing, 3 pengelola program PKL dan 3 Wakil Kepala Sekolah 
bidang hubungan masyarakat dan industri. Pengumpulan data menggunakan angket tertutup, 
wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan mixed method dengan sequential ex-
planatory design. Hasil penelitian diketahui: (1) aspek perencanaan program memperoleh persen-
tase keberhasilan rata-rata sebesar 78,74% dengan diskrepansi sebesar 21,26%, (2) aspek 
pelaksanaan program memperoleh persentase keberhasilan rata-rata sebesar 84,37% dengan 
diskrepansi 15,63%, (3) aspek hasil sementara program memperoleh persentase keberhasilan 
rata-rata sebesar 80,06% dengan diskrepansi 19,94%, (4) aspek hasil akhir program memperoleh 
persentase keberhasilan rata-rata sebesar 79,64% dengan diskrepansi 20,36%, (5) aspek biaya 
program memperoleh persentase keberhasilan rata-rata sebesar 55,83% dengan diskrepansi 
44,17%.  

© 2019 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, FKIP UNTIRTA 

 

Kata kunci: Evaluasi, Diskrepansi, Praktik Kerja Lapangan  

 

PENDAHULUAN 

 

Program praktik kerja lapangan (PKL) 

SMK dikenal dengan istilah asing “apprentice-

ship”. ILO (2015: 41) menyatakan bahwa “Ap-

prenticeship adalah bentuk unik dari pendidi-

kan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di 

tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di 
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sekolah”. Muehlemann et al. (2010: 800) me-

maparkan apprenticeship merupakan pendidi-

kan formal yang paling dikenal oleh kaum muda 

pada tingkat menengah atas (SMK). Begitu pula 

Hayward (2010: 309) menyatakan apprentice-

ship digunakan oleh kaum muda sebagai sarana 

program yang umum di SMK untuk memasuki 

dunia kerja. Dengan demikian dapat disimpul-

kan apprenticeship merupakan bentuk unik 

pendidikan kerja peserta didik SMK secara for-

mal yang memiliki tujuan untuk memudahkan 

peserta didik memasuki dunia kerja. 

Program PKL SMK memberikan keun-

tungan bagi peserta PKL dan instruktur. Acici et 

al. (2014: 496) menjelaskan instruktur dan 

peserta PKL memanfaatkan waktu bersama se-

tiap hari. Ridzwan & Yasin (2015: 276) men-

jelaskan sistem pelatihan pemagangan (PKL 

SMK) modern menekankan pada konsep ker-

jasama antara peserta PKL dan instruktur yang 

saling menguntungkan. Dengan demikian, hasil 

yang didapat peserta PKL setiap hari yaitu ilmu 

dan pengalaman baru, sedangkan instruktur 

mendapatkan bantuan tenaga dari peserta 

pelatihan. 

PKL SMK membantu industri dalam 

memenuhi kebutuhan tenaga terampil di indus-

tri. Muehlemann et al. (2010: 804) menjelaskan 

bahwa PKL merupakan cara efisien untuk me-

menuhi permintaan industri tentang tenaga 

kerja terampil dibandingkan dengan sewa 

pekerja di pasar tenaga kerja (bursa kerja). 

Dengan demikian, industri tidak perlu susah 

merekrut tenaga kerja dari pasar tenaga kerja, 

tetapi industri harus memfasilitasi PKL yang 

dilakukan peserta didik SMK sebagai suatu ben-

tuk tanggung jawab dan kerja sama yang saling 

menguntungkan antara pihak SMK dengan in-

dustri. 

PKL mampu mengurangi tingkat 

pengangguran setelah peserta didik SMK lulus 

sekolah. Frazer (2006: 261) mengatakan peser-

ta pelatihan (PKL) dapat memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang didapat-

kan dari PKL untuk berwirausaha. Dengan 

demikian, peserta PKL yang telah lulus sekolah 

memiliki bekal ilmu pengetahuan dan ket-

erampilan yang dapat dimanfaatkan untuk 

membuka usaha baru atau wirausaha sesuai 

dengan keahlian yang didapatkan. 

Evaluasi program dapat dievaluasi 

dengan beberapa model.  Model evaluasi pro-

gram PKL yang pernah diteliti antara lain model 

Stake (Waskita & Kholis, 2015), model CIPP 

(Arif & Suyanto, 2014), model diskrepansi (Sa-

putra et al., 2017). Hasil evaluasi tersebut san-

gat besar kontribusinya terhadap penyeleng-

garaan   program praktik industri yang dil-

aksankan SMK.  

Hasil penelitian model stake menun-

jukan bahwa penyelenggaraan PKL dikategori-

kan baik, tetapi terdapat kendala berupa peser-

ta PKL tidak mendapatkan insentif dari industri. 

Selain itu, pembekalan dari sekolah masih san-

gat minim. Hasil penelitian model CIPP menun-

jukan bahwa jawaban masing-masing respond-

en pada setiap aspek model evaluasi berbeda 

beda. Perbedaan tersebut terjadi karena per-

sepsi yang tidak sama tentang praktik industri. 

Hasil penelitian model diskrepansi menunjukan 

bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian program praktik industri sesuai 

dengan pedoman. 

SMK mengalami kesulitan dalam upaya 

link and match dengan industri. SMK berorien-

tasi sosial sedangkan industri bisnis. Prasojo et 

al. (2018: 62) mengatakan Pemerintah Indone-

sia sudah menetapkan standar yang harus di-

capai oleh sekolah untuk menjamin pelaksa-

naan di lapangan. Tetapi, standar tersebut 

sebaiknya disinergikan dengan industri, se-

hingga perbedaan orientasi tersebut dapat 

memberikan dampak positif bagi SMK.  
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Perbedaan orientasi tersebut berdam-

pak terhadap pelaksanaan PKL. Peserta PKL 

berharap mendapatkan insentif dari industri. 

Cohen & Scali (2014: 49) mengatakan peserta 

program apprenticeship memiliki kontrak kerja, 

menerima gaji, dan dianggap sebagai karyawan 

perusahaan. Dengan demikian, walaupun hanya 

sementara waktu, peserta PKL telah dianggap 

sebagai karyawan sehingga mereka berhak 

mendapatkan upah kerja pada saat PKL di in-

dustri. 

Peserta PKL mengalami kesulitan bela-

jar ketika berada industri yang berdampak pa-

da pemahaman peserta didik. Limdunham et al 

(2016: 6) menjelaskan desain kurikulum 

memperkuat konsep teoritis dan 

memungkinkan siswa lebih mudah mentransfer 

pengetahuan faktual ke pelaksanaan. Dengan 

demikian, mata pelajaran yang bersifat konsep-

tual harus diberikan di sekolah, sehingga peser-

ta PKL mudah beradaptasi di industri. 

Tempat PKL ditentukan oleh SMK. 

Heckhausen & Tomasik (2002: 207) 

mengungkapkan program apprenticeship  dapat 

diusulkan oleh peserta didik sesuai dengan 

minat dan tempat yang diharapkan. Hal serupa 

diungkapkan Horn (2016: 142) tempat 

apprenticeship dapat diatur oleh sekolah atau 

individu. Dengan demikian, PKL dapat di-

usulkan oleh peserta didik sehingga dapat dis-

esuaikan dengan kemampuan pendukung yang 

dimilikinya. 

Guru pembimbing sekolah 

melaksanakan monitoring ke industri hanya 

sebatas melihat presensi kehadiran peserta 

PKL. Kurniadin & Machali (2013: 367) me-

maparkan pengawasan merupakan kegiatan 

untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksa-

naan program atau pekerjaan/kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan rencana. Dengan 

demikian, guru pembimbing yang 

melaksanakan monitoring PKL ke industri 

sebaiknya dapat mengamati secara langsung 

aktifitas peserta PKL di lokasi kegiatan untuk 

membandingkan kondisi yang ada dengan 

rencana yang ditetapkan sebelumnya. 

Menurut pembimbing industri, PKL 

yang dilaksanakan pada kelas XI kurang efektif, 

sebab materi pelajaran yang didapatkan peser-

ta didik masih relatif kurang. Pembimbing di 

industri merasa kualahan harus memberikan 

materi belajar tambahan yang sesuai, sebab 

pembimbing industri memiliki tanggung jawab 

besar ke perusahaan dalam bidang produksi, 

serta ditambah dengan tanggungjawab 

membimbing peserta PKL. Dengan demikian, 

sebaiknya pelaksanaan PKL SMK dilaksanakan 

pada saat peserta didik berada di kelas XII. 

Pembekalan peserta PKL dilakukan oleh 

pihak sekolah sebelum masuk ke industri tanpa 

mengundang pihak industri. Billett (2011: 23) 

mengatakan program apprenticeship menghen-

daki karyawan perusahaan membagi waktu 

mereka untuk bekerja dan mengajar di sekolah 

kejuruan pada waktu tertentu secara singkat.  

Dengan demikian, sebaiknya pembekalan pe-

serta PKL dilakukan oleh perwakilan dari in-

dustri yang relevan dengan program keahlian. 

PKL yang dilaksanakan SMK perlu 

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. 

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul di 

sekolah kejuruan, terutama pada program 

keahlian ketenagalistrikan, hal tersebut 

sebaiknya segera ditindaklanjuti supaya PKL 

yang dilaksanakan peserta didik SMK benar-

benar dapat menghasilkan lulusan yang siap 

bekerja, baik secara mandiri atau menjadi tena-

ga kerja di industri. 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

evaluasi program dengan menggunakan model 

evaluasi diskrepansi (discrepancy). Model eval-
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uasi diskrepansi bertujuan mendeskripsikan 

ketidaksesuaian performa/ unjuk kerja suatu 

program dibandingkan dengan standar yang 

ditentukan (Provus (1969: 19). Program SMK 

yang dievaluasi yaitu program PKL pada pro-

gram keahlian ketenagalistrikan. Langkah-

langkah evaluasi diskrepansi terhadap program 

PKL disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah evaluasi diskrepansi 

 

Penelitian dilaksanakan di SMK program 

keahlian teknik ketenagalistrikan di Kota 

Bandar Lampung. Sedangkan sasaran penelitian 

yaitu SMK program keahlian ketenagalistrikan 

yang melaksanakan kurikulum 2013. 

Responden penelitian evaluasi ini adalah 

peserta PKL, guru pembimbing, pembimbing 

industri, pengelola program PKL dan Waka 

Humasbin. Jumlah sampel penelitian yaitu 122 

peserta didik, 14 guru pembimbing, 36 

pembimbing industri, 3 pengelola program dan 

3 Waka Humasbin. 

Teknik analisis data yang digunakan da-

lam penelitian evaluasi ini adalah mixed method 

dengan sequential explanatory design. Proses 

analisa data digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2. Desain Ekplanatori Berurutan 

(Djatmiko, 2018: 143) 

Data kuantitatif dikumpulkan melalui 

angket. Data kuantitatif yang terkumpul diana-

lisis melalui tiga langkah, yaitu: mengorganisir 

data, menghitung ketercapaian/keberhasilan 

aspek evaluasi, mengungkap kondisi aspek 

evaluasi. Data kuantitaif tersebut dihitung 

menggunakan teknik persentase. 

Data kualitatif dikumpulkan melalui 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Da-

ta kualitatif yang terkumpul dianalisis 

menggunakan prosedur interactive model. 

Prosedur tersebut yaitu: reduksi data, penyaj-

ian data, verifikasi atau simpulan. Simpulan di-

ambil berdasarkan data kuantitatif yang telah 

dianalisis, kemudian diperkuat dengan data 

kualitatif. 

Kecenderungan keberhasilan dan dis-

krepansi evaluasi program PKL dilakukan 

dengan mengelompokkan persentase 

ketercapaian aspek program ke dalam kategori 

kriteria (Tabel 1 dan 2). Kecenderungan terse-

but dikelompokan berdasarkan kriteria kuanti-

tatif tanpa pertimbangan yang dimodifikasi dari 

Arikunto & Abdul Jabar (2014: 35). 

 

Tabel 1. Konversi Skor Keberhasilan 

No Interval Skor   Kriteria 

1 81 % - 100 % Sangat Efektif 

2 61 % - 80 % Efektif 

3 41 % - 60 % Cukup 

4 21 % - 40 % Kurang 

5 < 21 % Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

Kuantitatif 
Pengumpulan 
& analisis data 

 

Kualitatif 
Pengumpulan 
& analisis data 

 

Interpretasi 
Kuantitatif 

Pengumpulan 
& analisis data 

 

Kualitatif 
Pengumpulan 
& analisis data 
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Tabel 2. Konversi Skor Diskrepansi 

No Interval Skor Kriteria 

1 < 21 % Sangat kecil 

2 21 % - 40 % Kecil 

3 41 % - 60 % Sedang 

4 61 % - 80 % Besar 

5 81 % - 100 % Sangat besar 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Evaluasi Perencanaan Program  

Hasil persentase total aspek 

perencanaan program disajikan pada Gambar 3. 

Gambar 3. Aspek Perencanaan program 

 

Keberhasilan perencanaan program PKL 

SMK Ketenagalistrikan di Kota Bandar Lam-

pung termasuk dalam kategori efektif (SMKN 2 

dan SMKS BLK), sangat efektif (SMKS 2 Mei). 

Persentase diskrepansi program PKL di SMKN 2 

dan SMKS 2 Mei termasuk dalam kategori san-

gat kecil, sedangkan di SMKS BLK tergolong pa-

da kategori kecil. Evaluasi perencanaan pro-

gram PKL SMK bersumber dari indikator sub 

aspek yang tidak terlaksana. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

diskrepansi ditemukan pada setiap indikator 

pemetaan industri. Prosedur di industri 

menghendaki masuknya surat permohonan 

dari sekolah diajukan beberapa bulan sebelum 

pelaksanaan PKL. Namun, masih terdapat 

sekolah yang mengajukan surat permohonan 

secara mendadak, akibatnya sekolah 

mendapatkan penolakan dari industri. Dam-

paknya adalah peserta didik tidak mendapatkan 

tempat untuk melaksanakan PKL.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa ur-

gensi suatu surat pada suatu lembaga terutama 

industri. Berarti, masih terdapat sekolah yang 

mengirimkan surat permohonan PKL secara 

mendadak. Dampak yang kemungkinan muncul 

yaitu peserta didik tidak dapat melaksanakan 

PKL di industri tersebut, karena permohonan 

yang diajukan ditolak industri karena sangat 

mendadak. Akhirnya, peserta didik yang tidak 

mendapatkan tempat PKL diketahui 

melaksanakan kegiatan pengganti PKL di 

sekolah.  

Perspektif peserta didik mengenai kerja 

sama PKL sangat berbeda. Perbedaan perspek-

tif tersebut disebabkan karena peserta didik 

menganggap surat permohonan PKL termasuk 

salah satu bentuk kerj sama sekolah dengan 

industri. Dengan demikian, pengelola program 

PKL sebaiknya memberikan informasi kerja 

sama sekolah dengan industri kepada peserta 

didik dan guru, sehingga pemetaan industri un-

tuk kegiatan PKL dapat terlaksana dengan efek-

tif. 

Pengelola program PKL dapat me-

manfaatkan teknologi informatika untuk men-

dukung komunikasi yang efektif di era revolusi 

industri 4.0. Informasi kerja sama sekolah 

dengan industri ditampilkan pada Website 

sekolah supaya peserta didik, guru, dan semua 

orang dapat melihat berita tersebut, sehingga 

penyampaian informasi lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian, pemerintah sebaiknya 

mengeluarkan peraturan dan memfasilitasi 

publikasi industri pada suatu laman tertentu 

tentang PKL yang berisi kebutuhan kompetensi 

di industri sehingga dapat memudahkan SMK 

dalam memetakan industri.  
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Diskrepansi yang terdapat pada 

penyusunan kurikulum PKL yaitu kompetensi 

yang dipelajari di industri masih terdapat yang 

tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang 

dipelajari di sekolah. Kurikulum program PKL 

merupakan bagian integral dari program pem-

belajaran. Dengan demikian, pembelajaran SMK 

sebaiknya dirancang dengan tepat dan mem-

perhatikan kesiapan industri pasangan dalam 

melaksanakan pembelajaran kompetensi terse-

but. 

Kendala yang dihadapi sekolah dalam 
penyusunan kurikulum PKL yaitu kurang dili-
batkannya pihak industri. Keaktifan pihak in-
dustri dalam penyusunan kurikulum PKL SMK 
hanya sebatas berdiskusi secara singkat ten-
tang kompetensi di industri. Keterlibatan pihak 
industri dalam penyusunan program PKL tidak 
maksimal karena mereka memiliki beban kerja 
yang berat, sehingga waktu mereka tersita un-
tuk kegiatan produksi di industri. Dengan 
demikian, solusi yang digunakan yaitu dengan 
memanfaatkan teknologi informatika yang 
tersedia. 

Keterbatasan waktu pelaksanaan PKL 
disebabkan oleh kesepakatan yang telah dibuat 
oleh SMK dengan industri. Waktu yang disepa-
kati antara sekolah dengan pihak industri yaitu 
2 - 3 bulan. Waktu yang disepakati tersebut tid-
ak dapat diperpanjang kembali mengingat 
jumlah pemohon PKL yang jumlahnya cukup 
banyak. 

 Durasi waktu PKL mendapat perhatian 
dari peserta PKL. Peserta PKL yang 
menginginkan durasi waktu PKL ditambah be-
rarti siswa tersebut menyukai pekerjaan yang 
dilakukan di industri, sedangkan yang 
menginginkan durasi waktu PKL dikurangi 
kemungkinan tidak menyenangi pekerjaan yang 
dilakukan di industri. Dengan demikian, peker-
jaan di tempat PKL sebaiknya disesuaikan 
dengan kompetensi keahlian, sehingga peserta 
didik merasa nyaman dan senang dalam 
melaksanakan PKL. 

Program PKL SMK ketenagalistrikan di 
Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada 
kelas XI menuai berbagai masalah di industri. 

Peserta PKL kurang memahami pekerjaan yang 
berkaitan dengan kelistrikan, sehingga menjadi 
beban bagi instruktur di industri. Dengan 
demikian, pelaksanaan PKL sebaiknya dil-
akukan pada saat peserta didik berada di kelas 
XII, karena dikelas XII materi ilmu dasar 
kelistrikan dan bidang keahlian telah dipelajari 
di kelas XI, sehingga peserta didik pada saat 
PKL telah merasa siap dengan kondisi di indus-
tri. 

Pembekalan PKL yang dilakukan pihak 
sekolah berisi tentang penjelasan pengisian 
jurnal, pembuatan laporan serta wawasan ten-
tang dunia kerja. Menurut pedoman PKL SMK 
dijelaskan bahwa, pembekalan peserta didik 
yang akan memasuki industri meliputi: (1) 
karakteristik budaya kerja di industri, (2) tata 
krama di industri, (3) penyusunan jurnal, (4) 
pembuatan laporan. Pembekalan PKL tersebut 
dilakukan oleh pengelola program PKL dan ket-
ua program keahlian ketenagalistrikan. 

Diskrepansi yang muncul pada pelaksa-
naan pembekalan yaitu materi karakteristik 
budaya kerja dan tatakarama di industri disam-
paikan oleh pihak sekolah. Padahal, materi 
pembekalan tersebut lebih tepat disampaikan 
oleh pihak industri, sebab peserta didik 
mendapatkan informasi secara langsung dari 
tenaga kerja yang terjun secara langsung di 
dunia kerja. Cara yang dapat dilakukan untuk 
menumbuhkan kepercayaan diri dan mental 
peserta PKL dengan cara menghadirkan pihak 
industri untuk memberikan pembekalan. 

Pembimbing PKL terdiri dari pembimb-
ing internal (sekolah) dan pembimbing ekster-
nal (industri). Pembimbing sekolah adalah guru 
yang bertanggung jawab terhadap pembelaja-
ran kompetensi yang pembelajarannya dil-
aksanakan di sekolah sedangkan pembimbing 
eksternal bertindak selaku instruktur yang 
mengarahkan peserta didik dalam melakukan 
pekerjaan di industri. 
Guru pembimbing merupakan guru yang 

mengajar pada mata pelajaran kompetensi 

keahlian, akan tetapi guru pembimbing PKL 

yang tidak mengajar mata pelajaran kompeten-

si keahlian masih ditemukan. Berdasarkan ana-

lisa data, guru pembimbing PKL masih terdapat 
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yang tidak sesuai dengan mata pelajaran kom-

petensi keahlian, artinya semua guru dapat 

menjadi pembimbing PKL. Kondisi tersebut ter-

jadi disebabkan oleh terbatasnya jumlah guru 

kompetensi keahlian, ditambah dengan ban-

yaknya tugas yang diterima guru kompetensi 

keahlian baik internal maupun eksternal 

sekolah. 

 

Evaluasi Pelaksanaan Program 

Hasil persentase total aspek pelaksa-

naan program disajikan pada Gambar 4. 

   

 
Gambar 4.  Aspek Pelaksanaan Program 

Keberhasilan pelaksanaan program PKL 

SMK ketenagalistrikan di Kota Bandar Lampung 

pada SMKN2 dan SMKS 2 Mei tergolong kate-

gori sangat efektif, sedangkan SMKS BLK tergo-

long pada kategori efektif. Skor diskrepansi 

yang diperoleh SMKN 2, SMKS 2 Mei tergolong 

pada kategori sangat kecil, sedangkan SMKS 

BLK tergolong pada kategori kecil.  

Berdasarkan pedoman PKL SMK dise-

butkan bahwa pelaksanaan PKL berfokus pada 

pengisian jurnal kegiatan, monitoring dan 

penyusunan laporan PKL. Tetapi, realita yang 

terjadi yaitu pelaksanaan PKL terdiri dari 3 

tahapan yaitu, pengantaran, monitoring dan 

penjemputan peserta PKL. Dengan demikian, 

pedoman PKL SMK tersebut perlu dilakukan 

revisi kembali supaya terdapat kesamaan per-

spektif  pelaksanaan.  

Jurnal kegiatan PKL digunakan guru 

pembimbing untuk monitoring kegiatan peserta 

PKL di industri. Jurnal kegiatan dapat 

digunakan oleh SMK sebagai alat bantu untuk 

mengidentifikasi kegiatan PKL di industri. Hasil 

identifikasi yang diperoleh SMK digunakan un-

tuk pengambilan keputusan pada pelaksanaan 

PKL di industri. 

Diskrepansi yang terjadi yaitu terdapat 

peserta PKL yang menyatakan tidak diwajibkan 

mengisi jurnal kegiatan PKL. Data tersebut 

bertentangan dengan jawaban pengelola, guru 

pembimbing dan pembimbing indutri. 

Penyebabnya adalah peserta didik tersebut 

diketahui tidak mengikuti kegiatan pembekalan 

PKL, sehingga tidak mengetahui informasi ten-

tang kewajiban pengisian jurnal kegiatan PKL 

tersebut. 

Peserta PKL dimonitoring oleh guru 

pembimbing dengan cara mengunjungi peserta 

PKL di industri. Monitoring merupakan bagian 

dari pengawasan. Dengan demikian, monitoring 

peserta PKL yang dilaksanakan guru pembimb-

ing ke industri harus dilakukan secara intensif 

supaya hasil yang dicapai sesuai dengan 

standar tujuan. 

Diskrepansi yang muncul pada pelaksa-

naan monitoring yaitu terdapat guru pembimb-

ing yang tidak melaksanakan monitoring ke in-

dustri. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

sebab, yaitu guru pembimbing sangat sibuk 

dengan agenda kerja di sekolah, sehingga 

pelaksanaan monitoring tidak dilakukan. Selain 

itu, terdapat petugas monitoring yang bukan 

sebagai guru pembimbing. Dengan demikian, 

perlu dilakukan pengawasan secara admin-

istrasi tentang proses monitoring di industri. 

Administrasi monitoring digunakan 

oleh pengelola program PKL untuk dokumenta-

si pengamatan pelaksanaan PKL di industri. 

Bukti monitoring tersebut sangat penting untuk 

mengidentifikasi hasil sementara pelaksanaan 
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PKL sehingga dapat dilakukan antisipasi ter-

hadap diskrepansi yang terjadi. Dengan 

demikian, administrasi monitoring sangat pent-

ing untuk mengetahui hasil sementara pelaksa-

naan program PKL. 

Monitoring yang dilakukan guru pem-

bimbing pada beberapa perusahaan masih 

ditemukan hal-hal yang kurang tepat, seperti 

guru pembimbing tidak dapat melihat secara 

langsung aktifitas peserta PKL. Pelaksanaan 

monitoring PKL ke industri harus melihat, 

mengamati secara langsung aktifitas peserta 

PKL di lokasi kegiatan untuk membandingkan 

kondisi yang ada dengan rencana yang ditetap-

kan sebelumnya. Dengan demikian, sebaiknya 

sekolah perlu melakukan negosiasi dengan be-

berapa pihak industri supaya guru pembimbing 

diperkenankan memantau langsung kegiatan 

PKL di industri. 

Laporan kegiatan berisikan hasil 

kegiatan PKL yang dikaji dengan teori, kemudi-

an dipresentasikan dihadapan guru pembimb-

ing. Akan tetapi, peserta PKL diketahui me-

nyusun laporan PKL setelah kembali dari indus-

tri, sehingga penyusunan laporan dibuat pada 

waktu peserta PKL berada di sekolah. Hal ter-

sebut mengakibatkan ujian laporan PKL ter-

hambat dan menimbulkan masalah.  

Penyusunan laporan PKL menuai be-

berapa permasalahan pasca PKL dilaksanakan. 

Hal tersebut yaitu Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) tidak efektif, dikarenakan terdapat seba-

gian besar siswa yang keluar jam sekolah 

dengan alasan menyelesaikan laporan PKL. 

Dengan demikian perlu dicari solusi yang tepat 

supaya hal tersebut tidak menjadi kendala pada 

proses KBM dan pada pelaksanaan PKL ditahun 

berikutnya. 

 

Evaluasi Hasil Sementara Program 

Hasil persentase total aspek hasil se-

mentara program disajikan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Aspek Hasil Sementara Program 

 

Keberhasilan aspek hasil sementara program 

PKL SMK ketenagalistrikan di Kota Bandar 

Lampung pada SMKN2 dan SMKS 2 Mei tergo-

long pada kategori sangat efektif, sedangkan 

SMKS BLK tergolong pada kategori efektif. Skor 

diskrepansi yang diperoleh SMKN 2, SMKS 2 

Mei tergolong pada kategori sangat kecil, se-

dangkan SMKS BLK tergolong pada kategori 

kecil. Keberhasilan dan diskrepansi yang di-

peroleh dari evaluasi hasil sementara program 

digunakan pengelola program untuk men-

gontrol proses dan hasil kegiatan PKL di indus-

tri supaya sesuai dengan perencanaan yang 

dibuat. 

Pengelola program PKL telah menyiap-

kan lembar monitoring. Lembar monitoring ter-

sebut diisi oleh guru pembimbing pada saat 

melakukan monitoring ke industri. Dengan 

demikian, guru pembimbing wajib mengisi 

lembar monitoring dan meminta pengesahan 

kepada pihak industri. 

Diskrepansi yang muncul yaitu peker-

jaan yang dilakukan peserta PKL tidak sesuai 

dengan kompetensi keahlian. Diskrepansi ter-

sebut terjadi dikarenakan pemetaan industri 

yang kurang sesuai dengan kebutuhan serta 

keterbatasan jumlah industri pada wilayah ter-

tentu. Dengan demikian, SMK ketenagalistrikan 
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sebaiknya lebih selektif dalam memetakan in-

dustri sesuai kompetensi keahlian. 

 

Evaluasi Hasil Akhir Program 

Hasil persentase total aspek hasil akhir 

program disajikan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Aspek Hasil Akhir Program 

 

Keberhasilan aspek hasil akhir program 

PKL SMK ketenagalistrikan di Kota Bandar 

Lampung pada SMKN2 dan SMKS 2 Mei tergo-

long pada kategori efektif, sedangkan SMKS 

BLK tergolong pada kategori sangat efektif. 

Skor diskrepansi yang diperoleh SMKN 2 tergo-

long pada kategori kecil, sedangkan SMKS 2 Mei 

dan SMKS BLK tergolong pada kategori sangat 

kecil. 

Hasil belajar peserta PKL ditulis pada 

jurnal kegiatan dan dikompilasi dalam bentuk 

laporan. Jurnal dan laporan kegiatan PKL dis-

erahkan peserta didik kepada guru pembimb-

ing. Jurnal dan laporan yang diserahkan peser-

ta PKL kepada guru pembimbing untuk dil-

akukan penilaian. 

Penilaian terhadap laporan PKL dil-

akukan oleh peserta didik dengan teknik 

presentasi dihadapan guru pembimbing. 

Presentasi laporan PKL hanya dilakukan di 

SMKS 2 Mei Bandar Lampung dan SMKS BLK 

Bandar Lampung, sedangkan SMKN2 Bandar 

Lampung tidak melakukan presentasi laporan. 

Presentasi yang dilakukan oleh peserta PKL 

berguna untuk menggali informasi tentang 

perkembangan peserta didik pada 3 ranah 

penilaian PKL. 

Penilaian hasil belajar (PKL) di industri 

dilakukan pembimbing industri pada aspek 

teknis (hard skills) dan non teknis (soft skills). 

Aspek teknis (hard skills) yang dimaksud yaitu: 

keterampilan, sedangkan aspek non teknis (soft 

skills) antara lain: disiplin, kerjasama, inisiatif, 

kerajinan, tanggung jawab, kejujuran, sikap 

dan prestasi. Dengan demikian, penilaian hasil 

belajar peserta PKL difokuskan pada ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Diskrepansi yang muncul pada 

penilaian hasil belajar peserta PKL yaitu ter-

hambatnya proses penilaian hasil PKL. Hal ter-

sebut dikarenakan peserta PKL menyerahkan 

portofolio kepada guru pembimbing terlambat, 

sehingga pengolahan nilai PKL menjadi tertun-

da. Penyerahan porto folio yang terlambat 

dikarenakan peserta PKL menyelesaikan 

laporan PKL setelah PKL selesai.  

Tekanan pekerjaan membuat peserta 

PKL kelelahan, sehingga pada malam hari 

digunkan untuk beristirahat. Padahal pengelola 

program PKL telah mensosialisasikan tentang 

batas waktu pengumpulan laporan PKL pada 

waktu pembekalan di sekolah. Dengan 

demikian solusi yang dapat diupayakan 

pengelola program PKL dan guru pembimbing 

yaitu berkoordinasi dengan pihak industri 

supaya peserta PKL tidak diberi tekanan dalam 

bekerja sehingga peserta PKL dapat membagi 

waktu untuk membuat laporan. 

Penilaian penyelenggaraan program 

PKL memiliki umpan balik yang bermanfaat 

untuk SMK. Penilaian program PKL dilakukan 

pengelola pada setiap aspek program dan di-

wujudkan dalam bentuk laporan. Penilaian 

terhadap program PKL SMK ketenagalistrikan 

digunakan oleh pengelola untuk memperbaiki 
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program PKL dimasa yang akan datang dengan 

perencanaan yang lebih baik. 

Penilaian program PKL SMK 

ketenagalistrikan melibatkan pembimbing in-

dustri. Diskrepansi yang muncul pada penilaian 

program PKL yaitu pihak industri tidak mem-

berikan saran atau masukan tentang program 

PKL yang dilaksanakan oleh peserta didik SMK 

ketenagalistrikan di lembaga mereka. Masukan 

atau saran yang diberikan pembimbing industri 

menunjukkan kepedulian pihak industri ter-

hadap pendidikan di SMK terutama tentang 

program PKL. 

 

Evaluasi Pembiayaan Program 

Hasil persentase total aspek pem-

biayaan program disajikan pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Aspek Pembiayaan Program 

 

Pembiayaan merupakan hal yang san-

gat penting dan sensitif dalam suatu lembaga. 

Sesuai dokumentasi yang terkumpul, diketahui 

bahwa pembiayaan PKL di SMKN 2 dan SMKS 2 

Mei sudah termasuk dalam biaya daftar ulang, 

sedangkan di SMKS BLK terpisah dengan daftar 

ulang. Dengan demikian, peserta PKL mem-

berikan sumbangan pendidikan yang dik-

umpulkan ke sekolah. 

Pembiayaan program PKL harus mem-

iliki alokasi pembiayaan yang jelas dan trans-

paran. Alokasi pembiayaan yang transparan 

dapat menjamin tercapainya pengelolaan dana 

secara akuntabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, sekolah yang mengelola 

pembiayaan secara transparan, maka tingkat 

akuntabilitas sekolah menjadi tinggi.  

Diskrepansi yang muncul pada aspek 

pembiayaan program yaitu alokasi pembiayaan 

PKL tidak diketahui seluruhnya oleh peserta 

PKL dan guru pembimbing. Alokasi pem-

biayaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja 

sumber daya manusia, sehingga tujuan pro-

gram yang diharapkan sekolah tidak sesuai 

dengan tujuan program yang direncanakan. 

Dengan demikian, sebaiknya alokasi pem-

biayaan program PKL tersebut dibuat secara 

transparan supaya tercipta iklim bekerja yang 

sehat. 

Pembiayaan PKL juga disiapkan oleh 

industri sebagai wujud penghargaan terhadap 

peserta PKL. Hal itu berarti bahwa setiap pe-

rusahaan (besar maupun kecil) memiliki ang-

garan dana untuk kegiatan magang/ PKL, teta-

pi masih terdapat beberapa perusahaan yang 

tidak memberikan biaya tersebut kepada pe-

serta PKL. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Re-

publik Indonesia no 41 tahun 2015 tentang 

pembangunan sumber daya industri pasal 9 

butir 7 disebutkan bahwa “Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dapat memberikan in-

sentif bagi perusahaan industri dan/atau pe-

rusahaan kawasan industri yang menerima 

pemagangan industri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Peraturan 

tersebut menguntungkan pihak industri, karena 

jika industri menerima peserta magang maka 

industri mendapatkan insentif. Padahal, 

pemerintah semestinya mengeluarkan pera-

turan yang mewajibkan industri untuk mem-

berikan insentif kepada peserta magang/PKL. 
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Keberhasilan aspek pembiayaan pro-

gram PKL SMK ketenagalistrikan di Kota Ban-

dar Lampung pada SMKN2, SMKS 2 Mei dan 

SMKS BLK tergolong pada kategori cukup efek-

tif. Skor diskrepansi yang diperoleh SMKN 2 

termasuk pada kategori kecil, sedangkan SMKS 

2 Mei dan SMKS BLK tergolong pada kategori 

sedang. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil evaluasi pada program PKL  SMK 

ketenagalistrikan di Kota Bandar Lampung se-

bagai berikut: (1) aspek perencanaan program 

termasuk dalam kategori efektif dengan dis-

krepansi kecil, (2) aspek pengoperasian pro-

gram termasuk dalam kategori sangat efektif 

dengan diskrepansi sangat kecil, (3) aspek 

hasil sementara program termasuk dalam kat-

egori efektif dengan diskrepansi sangat kecil, 

(4) aspek hasil akhir program termasuk dalam 

kategori efektif dengan diskrepansi sangat 

kecil, (5) aspek pembiayaan program termasuk 

dalam kategori cukup efektif dengan dis-

krepansi sedang.  

Rekomendasi yang dapat disajikan 

meliputi: (1) industri supaya lebih terbuka da-

lam kerja sama dengan SMK (terutama 

menerima peserta PKL), (2) pada era revolusi 

industri 4.0, sebaiknya penerapan sistem PKL 

on line segera digunakan secara luas di SMK, (3) 

sebaiknya PKL SMK dilaksanakan pada kelas XII 

dengan pertimbangan kesiapan pengetahuan, 

keterampilan dan mental peserta PKL, (4) 

yayasan pendidikan dan pengelola program 

PKL sebaiknya lebih transparan dalam pengel-

olaan dana sumbangan PKL, (5) DPSMK 

sebaiknya menugaskan pengawas sekolah un-

tuk mengevaluasi penyelenggaraan program 

PKL SMK. 
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